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PENDAHULUAN 

Pasal I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandcmcn ke-4 (UUD 1945 

A-4) mcncntuican bahwa Negara Indonesia bcrdasarlcan etas hukum (Rechstaa1), tidak 

bctdasarkan alas kckuasaan (Macstaat). lni berarti bahwo Negara Indonesia adalah 

Negara hukum yang dcmokratis berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dn.w 

1945. mcnjunjung tinggi hale osasi manusia, dan menjamin semua warga Negara 

bardasarkan bersamaan kedudukannya didalam hukum. Hulcum menetapkan hal-hal 

yang harus dilakukan dan atou hol-hal yang boleh dilakukan serta yang dilarang. 

Sasaran hukum yang bendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyara berbuat 

melawan hukum. Sistem bekcrjonya hukum yang dcmikian merupakan salah satu 

bentuk penegakan hukum. 

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kebidupan 

masyarakat, selain itu juga dapat mcngakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat 

yang mcmiliki dampak negative, lcrutama mcnyangkut masalah pcningkatan tindak 

p1dana yang mercsahkan masyarakal. Salah satu tindak pidana yang cukup fenomenal 

adalah korupsi. Tindak pidana tidak hanya merugikan keuangan negara, letapi juga 

merugikan pelanggaran terhadop hak-hak sosial ekonomi mosyarakat.1 

Korupsi saat ini mengakor dalarn sendi kehidupan masyarakat sehingga dori 

tahun-kctahun semakin meningkal, baik dari segi kualitas maupun kuantilas jumlah 

lerugian uang negara. Berdasarkan laporan transparansi interno.sional sejak tahun 

1998-2004 korupsi di Indonesia berada dalam peringkat sepuluh besar ncgara 
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tcrkorup di dunia. 2 Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, sejaub ini 

dilakukan dengan dua jalan.3 Pertama, dengan cara regular, yaitu melalui 

pcmberdayaan sistim pcrndilan pidana, kedua, dengan earn ad hoc, yaitu melalui 

komisi pemberantasan Lindale pidana korupsi dan peogadilan khusus tindak pidana 

korupsi. Pcncgalcan bukum tcrhadap tindak pidana korupsi dengan earn regular pada 

dasamya bertumpu pada pemberdayaan si�1em peradilan merupakan kesatuan system 

yang terintegrasi, yang tetdiri dari sub sistem kepolisian, sub sitem kejaksaan, sub 

sistcm pengndilan, dan sub sistem kemasyarakatan, begitu juga dcngan prosedur 

sistcm peradilan pidana yang ditentukan olch Kitab Uodang-Undang I lukum Acara 

r'idana (KUllAP).4 

Dalam sistem peradilan pidana, peranan kcjaksaan sangat sentral kama 

L:tjaksaan mcrupakan lembaga yang menetukan seseomng terdakwa akan dijatuhi 

hu:..uman atau tidak, mclalui kualitas dakwaan dan surat tuntutan yang dibuaL 

�eberedaan lembaga kejaksaan diatur dalam UU Nomor 16 Tahuo 2004, tentang 

!.ejaksaan (sclanjutnya discbut UU kejaksaan). Pasal 30 UU Kejaksaan menentukan 

bahwa kewenangan untuk melaksanakan ke.kuasaan oeg!U'3 dibidang penuntutan 

u lakukan oleh kejaksaan, selaio berperan dalam peradilan pidana. kcjaksaan juga 

merniliki pen>.'\ dalarn bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Jaksa sebagai 

pclaksana kewenangan tersebut diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut 

umum scrtll melaksanakan pengadilan yang sudah berkckuatan hukum tetap (in 

Arac/rhJ i·an Kewijde). Wewenang lain berdasarkan Uodang-Undang ditinjau dari segi 
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